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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peniliti 

menyimpulkan: 

1. Penerapan asas keterbukaan belum berjalan efektif dalam proses 

pembentukan peraturan daerah. 

2. Kendala penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah 

meliputi dua hal, yakni: 

a. faktor internal, yang meliputi: terbatasnya keuangan daerah, dan tidak 

optimalnya pengelolaan sistem informasi yang ada di DPRD Provinsi 

Gorontalo.  

b. faktor eksternal, yang meliputi: Minimnya partisipasi masyarakat dan 

rendahnya keterlibatan media dalam pembentukan peraturan daerah. 

5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan agar:  

1. DPRD Provinsi Gorontalo harus membuat sistem informasi agar 

masyarakat dapat mengetahui informasi seputaran DPRD Provinsi 

Gorontalo serta dapat memberi masukan dengan mudah. 

2. Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan 

daerah yang tidak diskriminatif. 
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